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ABSTRAK 

 

Penelitian ini menitikberatkan pada pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa 

Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan menggunakan 

metodologi penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayananyang diberikanolehPemerintahDesa 

SungaiMariamsudah cukupbaik, karena bersifat transparansi baik proses pengurusan maupun 

terkaitdengan pendanaan. PemerintahDesa Sungai Mariam sudah melakukan akuntabilitas 

(pertanggung  jawaban) kepada  pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten serta 

masyarakatsepertimengumumkanhasilkerja mereka padawakturapatdan laporan 

pertanggungjawaban keuanganyangdidapat dariAlokasi danaDesayang bersumberpadaAPBD dan 

APBN. Partisipasi masyarakat merupakan proses dalam pengembangan  masyarakat dan pada desa 

Sungai Mariam telah menunjukkan partisipasi yang tinggi.Dalam memberikan pelayanan 

kepadamasyarakat pemerintah DesaSungaiMeriam telah adil dimanamerekamemberikan pelayanan 

tidakmembeda-bedakan tingkat klasifikasi masyarakat. 

 

Key Word:  Peran Pemerintah, Pemerintah Desa, Pelayanan Masyarakat, Masyarakat Desa, 

Alokasi Dana Desa /ADD. 

 

 

 

1. Pendahuluan  

1.1. LatarBelakang  Masalah 

Pembangunansepertikitaketahuiadalahsuatu  prosesperubahan yang berkesinambungan 

dalamartisuatuprosesyang berlangsungterusmenerusdi dalamsetiapbidang 

dansektorkehidupanmanusia.Usahainitelahdiwujudkan dalam bentuk tujuanpembangunan 

Nasionalyaitu mewujudkan kehidupan demokratis, berkeadilansosial, melindungi hak 

asasimanusia, menegakkan supremasi hukum dalamtatanan masyarakat dan bangsa. 

Kewajibannegara adalahmemberikanpelayanansetiapwarganegara dan 

pendudukuntukmemenuhikebutuhandasarnyadalamrangka pelayananumum dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yangdilaksanakan   

olehaparaturpemerintahdalamberbagaisektorpelayanan terutamayang menyangkutpemenuhan hak-

haksipildankebutuhandasar masyarakat,kinerjanyamasihbelumsepertiyang diharapkan. 

Halinidapatdilihat antara laindaribanyaknyapengaduanataukeluhandarimasyarakatbaikmelalui 

suratpembacamaupunyang disampaikansecaralisan,sepertimenyangkut prosedurdanmekanisme   

kerjapelayananyangberbelit-belit,tidaktransparan, kurang informatif,kurang 

akomodatif,kurangkonsisten,terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana  pelayanan, sehingga  tidak 

menjamin kepastian (hukum, waktu danbiaya)sertamasih dijumpai praktek pungutan 

liarsertatindakan- tindakanyang berindikasikanpenyimpangandanKKN.Buruknyakinerja 
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pelayananpublikantaralaindikarenakanbelumterlaksananyatransparansidanakuntabilitasdalampenye

lenggaraanpelayananpublik.Olehkarena itupelayanan publikharusdilaksanakansecara 

tansparandanakuntabelolehsetiapunit pelayananinstansipemerintahmemilikiimplikasiyang 

luasdalammencapai kesejahteraan masyarakat. 

Sepertiyang kitaketahuiBangsaIndonesiaterdiridariberbagaimacam suku yang  tersebar di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Makasejalandengantujuannasionalyang 

telahdikemukakantadi,NKRIdituntut untukdapatmeningkatkankegiatanPemerintahannyayang 

selarasdengan pelaksanaanPembangunanNasionalyang meratadiseluruhwilayahNKRI. Dan 

kesemuanyaitu memerlukan kegiatanAdministrasi, sebabdengan kegiatan Administrasiyang 

teraturdanterencanadenganbaik,dapatmenyokong 

pelaksanaanpembangunan,sehinggaakanmendapatkanhasilyang diharapkan masyarakat luas. 

Ditinjaudaripembagianwilayahtersebut,desa termasukperangkat 

pemerintahankabupatendankota.BerdasarkanUndang-

undangNomor12Tahun2008,“Desaberadalangsung dibawahkecamatandanbertanggung jawab 

Bupati/Walikotamelaluicamat”.   PadaUndang-undangNomor   6Tahun2014 tentangDesapada 

Pembukaan“Desa memiliki hakasalusuldanhaktradisional dalammengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakatsetempatdanberperan mewujudkancita-cita 

kmerdekaanberdasarkanUndang-undangDasarRepublik Indonesia Tahun 

1945”.DalampelaksananaanPemerintah Desa  berdasarkan Undang-undangDesaNomor   

6Tahun2014tentangDesa  ayat1dipertegas bahwa“Pemerintahandesa  adalahpenyelenggaraan  

urusanpemerintahandankepentinganmasyarakatsetempatdalam sistempemerintahan 

NegaraKesatuanRepublikIndonesia”. 

Sepertihalnya ProvinsiKalimantanTimur KabupatenKutaiKartanegara 

KecamatananAnggana Desa SungaiMariammerupakansalahsatupemerintahan desayang 

memberikanpelayanankepadamasyarakat.PemerintahDesaSungai 

Mariamdiharapkandapatmemberikanpelayananseefektif mungkin,baikdalam 

meningkatkankeberhasilanprogrampemerintah  maupundalammenggerakkan partisipasi 

masyarakat, sebab selain melaksanakan berbagai programyang 

diberikandaripadaatasannya,pemerintah desajuga dituntutuntukdapat 

memberikanpelayananterhadapmasyarakatyangada diwilayahnyadengan sebaik-baiknya. 

Akan tetapi pada  kenyataannya Pemerintahan Desa  Sungai Mariam, 

masihadanyaaparatdesayang kurangmaksimalmemberikanpelayanankepada masyarakatsecara 

efektif danefisien.Berdasarkanhasilpengamatanpenulis didalammelakukan observasidi  Kantor 

DesaSungaiMariam. Menunjukkan bahwahal-halyangmenyebabkan permasalahan tersebut 

antaralain : 

1.  Terbatasnyafasilitaskerjakantordesayangmenunjangkelancarandari pelaksanaan tugas 

Administrasi PemerintahanDesa. 

2.  Kurangnyatingkatkedisiplinankerjadankehadiranaparatdesasehingga tidak mampu 

memberikan pelayananyangsifatnyamendesak. 

 

Atasdasaritulahpenulismengadakanpenelitiandenganjudul”  Studi 

TentangPemerintahanDesaDalammemberikanpelayanan kepada masyarakat diDesa Sungai 

Mariam KecamatanAnggana KabupatenKutai Kartanegara.”. 

 

1.2. RumusanMasalah 

BerdasarkanLatarbelakang masalahyang telahpenuliskemukakandiatas maka dapat   

dirumuskan   permasalahan  yang dibahas   atau   diangkat  dalam 

penelitianiniadalah:”BagaimanaPemerintahanDesaDalammemberikan 

pelayanankepadamasyarakatdiDesaSungaiMariamKecamatanAngganaKabupatenKutai 

Kartanegara?”. 



Peran Pemerintahan Desa Dalam MemberikanPelayananKepadaMasyarakat Desa>>3 

 

 

1.3. TujuanPenelitian 

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas peran 

PemerintahanDesadalammemberikanpelayanankepada masyarakatdiDesa Sungai Mariam 

Kecamatan AngganaKabupatenKutai Kartanegara sertamengungkapkendala-kendalayang dihadapi 

pemerintah desa. 

2. Kajian literatur 

2.1. Pemerintah Desa Dan Masyarakat 

2.1.1. PemerintahanDesa 

Pada dunia ilmiah dibedakanantarapengertiandariistilahpemerintah sebagai organ (alat)  

negara yang  menjalankan tugas (fungsi) dan pengertian istilah pemerintah adalah sebagai fungsi 

daripemerintahan. MenurutKansil (1993:21), “Pemerintahdalamartiorgandapat pula 

dibedakanantara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam 

arti sempit dimaksudkan khusus kekuasaan eksekutifdan pemerintah dalam arti luas ialah 

semuaorgan  negara yangtermasuk  DPR.  Misalnya menurut Undang-undang1945 pemerintah 

adalah Presiden,Wakil Presiden dan dibantu oleh Menteri- menterinya: 

1. MenurutUndang-undangKonstitusi1950,pemerintahadalahPresiden, Wakil Presiden 

denganMenteri-menterinya. 

2. Menurut Konstitusi RIS 1949 pemerintah adalah pemerintahan yang dilakukan  oleh  

Presiden  dan  Menteri-menterinya yangdilakukan  secara bersama-sama. 

 

Untukmembedakantata pemerintahan,bentukdanstruktur serta mekainsmepemerintahanyang 

satudenganyanglainnya,paraahlimenggunakan ukurandankriteria secara 

kuantitatif,yaitudilihatdarijumlahorangyang memerintah.Pemerintahdapatdipegang olehsatuorang 

ataupunbeberapadan banyak orang.MenurutRahmatdan Halimi (1996 : 

47)“Mengelompokanbentuk pemerintahan sebagai berikut: 

1. Monarki,berasaldarikatamonoyangberartisatu,danarchienyangberarti memerintah jadi 

monarki adalah pemerintahan yang  dipegang  oleh  satu orang,yaituraja 

ataukaisar.MenurutAristotelesmonarkimerupakanbentuk pemerintahanyang 

dipegangolehsatuorang tetapiuntukkepentinganumum. 

Monarkidapatmerosotmenjadityranypemerintahanyang dipegang olehsatu orangtetapi untuk 

kepentingan sendiri. 

2. Aristokrasi, berasal dari kata aristoi yang berarti cerdik pandai. Atau 

bangsawan,danarchienyang berartimemerintah.Jadiaristokrasiadalah pemerintahanyang 

dipegang beberapaorang cerdik pandai untukkepentingan umum. 

3. Polity,menurutAristotelesyaitupemerintahan  yangdipegangolehorang 

banyakuntukkepentinganumum,sedangkanmenurut  Platopemerintahan 

yangdipegangorangbanyak untuk kepentingan umum adalahdemokrasi. 

4. Mobokrasi,yaitupemerintahanyangdipegangolehrakyatyangtidaktahu apa-apadan tidak 

memahami pemerintahan itu sendiri”. 

 

Selanjutnya menurutBudi Setiyono(2014:11)“IstilahGovernament 

(pemerintah),secaraepistemologiberasaldarikata“Governor”yang diambildari bahasa  

Yunanidengan  padakatacybernetics  atausteering-steersman(yang mengarahkan),sehinggasecara 

umum,pemerintahadalahmerupakanistilahyang dipakai untuk menunjuklembagayangmengarahkan 

kehidupan masyarakat”. 

Secara lebihkonsepsional,menurutBudiSetiyono(2014:12)“Pemerintah adalahlembagayang 

dibentukuntukmewujudkancita-citamasyarakatsuatu bangsa,  membuat dan melaksanakan 

keputusan bersamauntuk mencapai cita-cita itu”. 

Menurut Pierre danPetersyang dikutifolehBudiSetiyono(2014:14-15), “Masyarakatdunia 



Peran Pemerintahan Desa Dalam MemberikanPelayananKepadaMasyarakat Desa>>4 

 

pada umumnyamenyaksikanadanyaempatfaseevolusi (perkembangan pemerintah): 

1.   Pemerintah  yang  eksis  pada  negara  tradisonal  masa  lampau  yang berbentuk monarki 

mutlak. 

2.   Pemerintahyangeksis padamasakonsolidasi demokrasi. 

3.   Masamarketisasi peran pemerintah”. 

 

 

Pemerintahyang melakukanadopsiterhadapnilai-nilai entrepreneusip”. Menurutlaporan   

TheWorldBankyangdikutifolehBudiSetiyono(2014:22) mneyebutkan bahwapemerintah memiliki 

lima“fundamental tasks” yakni: 

1.  Meletakkan dasar -dasarhukum 

2.  Mengadakankebijakanyangkukuhtidakmenyimpang,termasukstabilitas makro ekonomi. 

3.  Melakukan investasi di bidangpelayanan sosial dasardan infrastruktur. 

4.  Melindungiyanglemah 

5.  Melindungi  lingkunganhidup 

 

SelanjutnyadipertegaslagipendapatdariAndersoyang dikutiBudi Setiyono (2014:22-23), 

menyatakan bahwa  fungsi dasar  pemerintah memiliki tujuh macam jenisyakni : 

1.  Menyediakaninfrastruktursosial-ekonomi,pemerintahmenyedikan institusi- 

institusidasar,peraturandanrencanayangdiperlukanuntuk dilaksankannyakegaitansosial- 

ekonomi modern. 

2.  Menyediakan barangdanjasakolektif 

3.  Menyelesaikan konflik antara anggotamasyarakat 

4.  Menjagaiklim persaingan 

5.  Melindungi lingkungan hidup 

6.  Menyediakan akses minimum bagi individu  terhadap barangdan jasa 

7.  Menstabilkan ekonomi”. 

 

MenurutSoetarjodanYuliatiyangdikutif   SaduWasistionodanIrwan 

Tahrir(2006:7)kata“Desa”sendiriberasaldaribahasaIndiayakni”swadesi” yang berarti tempat asal. 

Tempat tinggal,negeriasal,atautanahleluhuryang merujukpada 

satukesatuanhidup,dengansatukesatuannorma,serta memiliki batasyangjelas”. 

Sesuai dengan batasan definisi tersebut, maka  di Indonesia  terdapat banyak desa yang  

tentunya memiliki nama atau istilah yang  beragam sesuai dengan kondisi setempat. Menurut 

pendapatWasistiono danTahir(2006:7) ditinjaudarisudut“Pandangekonomi,desa 

berfungsisebagailumbungbahan 

mentah(rawmaterial)daritenagakerja(manpower)yangtidakkecilartinya, Desa-desadijawabanyak 

berfungsisebagaidesa agrarisyang menunjukkan perkembangan baru yaitu timbulnya industri-

industri kecil yang  merupakan “rural industries”. 

Sementaraitu jikamencermati pendapat Kartohadikoesoemo terlihatjelas sekali 

bahwaDesamerupakan daerahyang bersifatmandiri danistimewa, yang 

dikutipolehRozaki,dkk(2004:23).Adapunciri-ciridarimasyarakathukum (adat)yangotonom menurut  

Kartohadikoesoemo adalah : 

1) Mempunyai wilayah sendiriyangditentukan oleh batas-batasyangsah 

2) Mengurus dan mengaturpemerintahan dan rumah tangganyasendiri 

3) Mempunyai hartabendadan sumberkeuangansendiri 

4)Mempunyai hak atas tanahnyasendiri 

5) Mempunyai hak untukmemungut pajak sendiri 

 

Berdasarkan beberapa pendapatdiatasdapatdisimpulkanbahwa kewenangan pemerintahdesa 
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dalammenjalankanpemerintahandesa baikberasaldari kewenangan  yang   sudah  ada  berdasarkan  

hak  asal-usul  desa.  Urusan pemerintahanyang diserahkanolehdesadaripemerintahkabupaten,tugas 

pembantuandaripemerintahdesa dan/ataupemerintahdaerah,ataupunurusan pemerintahan 

lainnyayang peraturan perundang-undangan diserahkan oleh. 

Desamenurut Suhartono(2000:12) “Desa mengandung arti sebagai tempat orang 

hidupdalamikatankeluargadalamsuatukelompokperumahandengan saling ketergantunganyang 

besardibidang sosialekonomi.Desabiasanyaterdiri darirumahtangga 

petanidengankegiatanproduksi,konsumsidariinvestasi sebagaihasil keputusan 

keluargasecarabersama”. 

 

MenurutAbdurrozaki(2004:22)“Desa secara sosiologiumumnya 

didefinisikansebagaisebuahgambarandarisuatubentukkesatuanmasyarakat 

ataukomunitaspendudukyang bertempattinggaldalamsuatulingkungandimana mereka mengenal 

denganbaikdancorakkehidupanrelatifhomogenserta banyak tergantung  dengan alam. Kesatuan 

masyarakat ini selanjutnya berkembang menjadi satu kesatuan masyarakat hukum ketika  satu 

kesatuan masyarakat tersebut berhasil mengembangkansebuah bentuk pengaturan hubunganantara 

anggotanya”. 

Pandanganinilebihmenekankankepada tataaturanyangmenjadidasar dalam  kehidupan  

masyarakat,  adanya  wewenang  atau  kekuasaan  untukmenjalankan  pemerintahan  desa. 

Pengertian  ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tatakehidupan desabagi 

kepentingan penduduk. 

Menurut  H.A.W.  Widjaja  (2004:3)   “Desa  adalah  suatu  kesatuan masyarakat 

hukumyang mempunyai susunanasli berdasarkan hakasal-usulyang bersifatistimewa.Landasan 

pemikirandalam mengenai pemerintahadesaadalah keanekaragaman,partisipasi,otonomiasli, 

demokrasidanpemberdayaan masyarakat”. 

Menurut  Soetarjo(2004:22)“Desayang telahmenjadisatukesatuan masyarakathukumsecara 

prinsipmemilikikekuasaanuntukmenyelenggarakan 

pemerintahannyasendiri.Dalamkonteksinilah,desa  menemukanidentitasnya sebagai  satu kesatuan 

hukum yang  memiliki hak mengurus kepentingannya sendiri(hakotonom). Otonomiyang 

dimilikinyamerupakansatuotonomiyang bersifat penuh dan asli karenabukan merupakan 

pemberian pihak di luardesa”. 

SedangkandidalampenjelasanumumUndang-undangNomor32Tahun2004tentang 

PemerintahanDaerah,dijelaskanbahwa“Desaberdasarkanundang- undang 

iniadalahdesaatauyangdisebutdengannamalain,selanjutnyadisebut 

desa,adalahkesatuanmasyarakathukumyang memilkibatas-bataswilayah 

yuridikasi,berwenanguntukmengatur dankepentinganmasyarakatsetempat berdasarkanasal usul dan 

adat istiadatsetempat atau dibentuk dalamsistem pemerintahannasionaldanbarada 

dikabupatenataukota,sebagaimanayang dimaksuddalamUndang-undang Dasar 

NegaraRepublikIndonesiaTahun1945. Landasanpemikirandalampengaturanmengenaidesa 

adalahkeanekaragaman, partisipasi, otonomiasli,demokratisasi, dan pemberdayaanmasyarakat”. 

Menurut Widjaja (2004:4-5) “Bahwasecara historisdesa merupakancikal bakal terbentuknya  

masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia  jauh sebelumnegara ataubangsa initerbentuk. 

Struktur sosialsejenisdesa,masyarakat 

adatdanlainsebagainya,telahmenjadiinstitusisosialyangmempunyaiposisi yangsangat penting.Desa 

merupakaninstitusiyangotonomdengantradisi,adat istiadatdanhukumnya sendiriserta relatif 

mandiri.Haliniantara lainditunjukkan dengantingkatkeragamanyang 

tinggimembuatdesamerupakanwujudbangsa yangpalingkongkrit”. 

Menurut  Undang-undangNomor6  tahun  2014 tentang  Desa(2014:2), “Desa adalah desa  

dan desa   adat     atau   yang  disebut dengan nama lain, selanjutnya  

disebutDesa,adalahkesatuanmasyarakathukum  yangmemiliki bataswilayahyang berwenang 
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untukmengaturdanmengurusurusanpemerintah, kepentinganmasyarat,hakasalasuh,dan/atau 

haktradisionaluang diakuidan dihormati dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan 

RepublikIndonesia”. 

Pengertian Pemerintah desaMenurut Undang-undang Nomor6tahun 2014 tentang 

Desa(2014:2),“Pemerintahadalah penyelenggaraanurusanpemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintah NegaraKesatuan RepublikIndonesia.Dan 

Selanjunya PemerintahDesa adalahKepala Desa atau yang 

disebutdengannamalaindibantuperangkatDesasebagaiunsur penyelenggaraan Pemerintahn Desa”. 

SedangkanmenurutWidjaja(2004:20)yang dimaksuddengan “Pemerintahandesa 

adalahkepala desa danperangkatdesa sementaraBPDadalah 

badanperwakilandesayangterdiridaripemuka-pemuka masyarakatyang 

mengayomiadatistiadat,membuatperaturandesa,menampungdanmenyalurkanaspirasimasyarakatser

tamelakukansertamelaksanakanpengawasanterhadappenyelenggaran pemerintahan desa”. 

Dariberbagaipengertiantersebutdiatasjelasbahwa desa merupakan 

organisasipemerintahanterendahyang mempunyaikewenanganuntukmengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakatnya sendiri. Hal ini memberi  peluang kepada 

pemerintahdesauntukselalumeempunyaiinisiatif,prakarsa danswadaya dalam meleksanakan 

pembangunan baik dalamsegi perencanaan, pembiayaan 

maupundalampelaksanaannya.Dengankata lainsecara implisitundang-undang 

tersebutmenberikankewenangankepada kepala desa untukmelaksanakan pembangunan dan 

pengembangan desademi kesejahteraan masyarakat desa. 

 

2.1.2. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik kini telah menjadi isu sentral dalam penciptaan pembangunan diIndonesia. 

Pelayananpublikatau pelayanan umum dapat didefenisikansebagaisegala 

bentukjasapelayanan,baikdalam bentukbarang publikmaupunjasapublikyang 

padaprinsipnyamenjaditanggung jawabdan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, di 

Daerah, dan di lingkungan Badan  Usaha   Milik  Daerah,  dalam  rangka  upaya   pemenuhan  

kebutuhan masyarakatmaupundalamrangka pelaksanaanketentuanperaturanperundang- 

undangan(Kep.MenpanNo.63/7003). Pada saatinimasyarakatsangatmenuntut pelayananyang 

baikyang bisadiberikanolehaparaturnegaraataudalamhalini pemerintah. 

Sedangkan  Poerwadarminta  (2003:674)  mendefinisikan    “Pelayanan berasal dari kata 

layan,melayaniadalahmenolong,menyediakansegalaapayang 

diperlukanoranglain”.MenurutAswin,(2000:33),“Pelayananpublikadalahsegala 

kegiatandalamrangka pemenuhankebutuhandasarsesuaidenganhak-hak dasar  setiap warga negara  

dan penduduk atas suatu barang, jasa  dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara  pelayanan yang terkait dengan kepentinganpublik”. 

LebihlanjutAswin,(2000:35),mengatakanbahwaasaspenyelenggaraan pelayanan publik, 

meliputi : 

a.   Kepastian hukum  

b.   Keterbukaan 

c.   Partisipatif 

d.   Akuntabilitas 

e.   Kepentingan umum  

f.   Profesionalisme 

g.   Kesamaan hak 

h.   Keseimbangan hak dankewajiban. 

 

PelayananPublikadalahsegalakegiatan pelayananyang dilaksanakan olehpenyelenggara 

pelayananpubliksebagaiupayapemenuhankebutuhan penerimaanpelayananmaupun pelaksanaan 
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ketentuan peraturan perundang- undangan. Adapun tujuan dari pelayanan publiksepertiyang  

diungkapkan oleh Aswin, (2000 : 36),bahwatujuan dari pelayananpublikadalah: 

a. Mewujudkan kepastiantentang hak,tanggung jawab,kewajibandan 

kewenanganseluruhpihakyang terkaitdenganpenyelenggaraanpelayanan publik. 

b. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan azas-azas 

umumpenyelenggaraan pemerintahanyangbaik. 

c.  Mewujudkan   partisipasi   dan   ketaatan   masyarakat   dalam   meningkatkan kualitas 

pelayanan publiksesuai mekanismeyang berlaku”. 

 

Sementara Moenir,(2006:27),mengatakanbahwa“Pelayananpublik 

adalahserangkaiankegiatanyang berlangsung secararutin danberkesinambungan yang meliputi 

seluruhkehidupan orang dalammasyarakat, dan menyatakan pelayananumumadalahkegiatanyang 

dilakukanolehseorangataukelompok orang 

denganalasanfaktormaterialmelaluisistem,prosedurdanmetodetertentu dalam 

rangkausahamemenuhi kepentingan orang lain dengan haknya”. 

SedangkankeputusanMenteriPendayagunaanAparatur Negara (MENPAN)Nomor 63Tahun 

2003, bahwa: “Pelayanan publikadalahsegala kegiatanpelayananyang 

dilaksanakanolehpenyelenggarapelayananpublik sebagaiupaya 

pemenuhankebutuhanpenerimapelayananmaupunpelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. 

Lebihlanjut   Moenir,(2006:39-41)menyatakanbahwapelayananyang kurangmemadai 

disebabkan faktorantaralain : 

a.  Tidakataukurang adanyakesadaranterhadaptugasataukewajibannyayang menjadi 

tanggungjawabnya. 

b. Sistem,prosedurdanmetodekerjayangtidakmemadai,sehinggamekanisme menjadi 

tanggungjawabnya. 

c.  Pengorganisasian  tugas  pelayanan  yang   belum  serasi  sehingga  terjadi simpang 

siurpenanganantugas,tumpang tindih atautercecernyasuatutugas 

karenatidakadayangmenangani. 

d. Pendapatanpegawaitidakcukupuntukmemenuhikebutuhanhidupmeskipun secaraminimal. 

e.  Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya. 

f.  Tidak tersedianyasaranapelayananyangmemadai. 

 

Selanjutnyabeberapafaktorpendukungsuatupelayanan,menurutMoenir, (2006 :88),yaitu: 

a.  Faktor kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpung dalam pelayanan. 

b.  Faktor aturanyangmenjadi landasan kerjapelayanan. 

c.  Faktor  organisasi  yang  merupakan  alat  serta  sistem  memungkinkan 

berjalannyamekanismekegiatan pelayanan. 

d.  Faktorpendapatan. 

e.  Faktorketerampilan tugas. 

f.  Faktorsaranadalam pelaksanaan tugas pelayanan. 

 

Keputusan    Menteri    Pendayagunaan    Aparatur    Negara    

Nomor63/KEP/M.PAN/7/2003tanggal10juli2003,bahwa   hakekatpelayananpublik 

adalahpemberianpelayananprima kepadamasyarakatyang merupakan perwujudan 

kewajibanaparaturNegarasebagai abdi masyarakat. Sedangkan asas pelayanan publik terdiri  atas : 

a.  Transparansi:bersifatterbuka,mudahdandapatdiaksesolehsemuapihak yangmembutuhkan 

dandisediakan secaramemadai sertamudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas  :  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 



Peran Pemerintahan Desa Dalam MemberikanPelayananKepadaMasyarakat Desa>>8 

 

c.  Kondisional:sesuaidengankondisidankemampuanpemberidanpenerima pelayanan dengan 

tetap berpegangpadaprinsip efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif : mendorong peran serta masyarakat dalam pemyelenggaraan pelayanan  publik  

dengan  memperhatikan aspirasi,kebutuhan  dan  harapan masyarakat. 

e.  Kesamaanhak:tidakdiskriminatifdalamartitidakmembedakansuku,ras, 

agama,golongan,gender, dan status ekonomi. 

f.  Keseimbanganhakdankewajiban:pemberidanpenerima pelayananpublik harus memenuhi hak 

dankewajiban masing-masingpihak. 

 

2.1.3. Masyarakat 

Masyarakat (sebagai terjemahan istilahsocieti) adalah sekelompok orang yang 

membentuksebuahsistemsemitertutup (semiterbuka),dimanasebagian 

besarinteraksiadalahantaraindividu-individuyang beradadalamkelompok tersebut.Kata 

”Masyarakat” sendiriberangkatdarikata dalambahasa Arab, Musyarak.Lebih abstrak, sebuah 

masyarakat adalah suatu jaringan hubungan- hubunganantarentitas-entitas. 

Selanjutnya,menurutRalphLintonyangdikutifBurhanBungin,(2007:29)“Masyarakatmerupaka

nsekelompokmanusiayang telahhidupdanbekerja sama cukuplama,sehingga mereka dapatmengatur 

dirimereka danmenganggap dirimerekasebagaisatukesatuansosialdenganbatas-batas  

yangdirumuskan dengan jelas”. 

Adapun, menurut Hariyono (2007: 155)  “Masyarakat adalah sekelompok orangyang 

memilikikebiasaan-kebiasaantertentu(norma, peraturan,ketentuan, ikatan)danidentitastertentuyang 

tinggaldikawasantertentu.Darikebiasaan- 

kebiasaandanidentitastertentu,masyarakatdapatdikategorikandalamberbagaikelompok, misalnya 

kelompok berdasarkan tempat tinggal, pekerjaan, statussosial dan ekonomi”. 

Serta menurut Setiadi,(2006:76) “Masyarakatadalahkumpulanorang yang di dalamnyahidup 

bersamadalam waktuyang cukup lama.Dalam kebersamaan 

yanglamaterjadiinteraksisosial.Selanjutnyaorang-orang  yang 

membentukmasyarakatharusmemilikikesadaranbahwamereka merupakansatu kesatuan”. 

Adapula menurutSuparno,(2006:15)“Istilahmasyarakatdalam pengertianseluas-

luasnyaadalah sekelompokmanusiayang terikatolehsuatu kebudayaanyangmerekaanggap sama”. 

LebihdalammenurutSztompaka (2005:65)”Masyarakatada setiapsaat 

darimasalalukemasamendatang.Kehadiranyajustrumelaluifaseantaraapa yang telahterjadi 

danapayang akanterjadi. Dalam masyarakatkini tergantung pengaruh,bekasdanjiplakanmasa 

laluserta bibitdanpotensiuntukmasa depan. Sifatberprosesnya masyarakatsecara 

tersiratberartibahwa fase sebelumnya berhubungansebabakibatdenganfase 

kinimerupakanpersyaratansebabakibat yangmenentukan faseberikutnya”. 

DikatakanpulamenurutEliasyangdikutifoleh  Sztompka(2005:243)”Setiap masyarakatyang 

adasekarang, tumbuh dari masyarakat sebelumnyadan mengandungbenih berbagai kemungkinan 

perubahan dimasadepan”. 

Berdasarkanpengertiandiatas,penulissimpulkanyang dimaksuddengan 

masyarakatadalahsekelompokorangyang memilikinorma,peraturan,ketentuan, dan kehidupan 

bersamadalam waktuyang cukup. 

 

2.2. Definisi Konsepsional 

Berkenaan denganpenelitianini,penulismencoba merumuskandefinisikonsepsionalyang 

merupakan batasan penelitianyang akan dilakukanyaitu :“Pemerintahan Desa 

dalammemberikanpelayanankepada masyarakatadalahPemerintahDesa merupakan penyelenggara 

pemerintahan yang  berkewajiban memberikan pelayanan kepadapublik atau masyarakat 

memenuhi kebutuhan masyarakat”. 
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3. Metodologi penelitian 

3.1. Jenis Data  dan SumberData 

Jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif,menggunakankey 

informandaninformandalampenelitianini meliputi:Kepala Desa Sungai 

MariamKecamatanAnggana KabupatenKutai Kartanegara,Informanyaitu Sekertaris Desa,Kasi. 

Pemerintahan, Kasi. Pembangunan, dan tokoh masyarakat. 

 

3.2. TehnikPengumpulanData 

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan 

(observasi, dokumentasi, wawancara). 

 

3.3. AnalisisDataYang Dipergunakan 

Sebagaimanayang dikemukakanolehMathewB.MillesdanMichael 

Huberman(1992:20)mengatakanbahwa analisisdata kualitatif terdiridari Pengumpulan Data(Data 

Collecting), PenyederhanaanData(Data Reduction), PenyajianData(Data Display) dan 

Penarikankesimpulan(Conclutiondrawing)atauverifikasi. 

 

GambarKomponen-KomponenAnalisis Data; Model Interaktif 

 

 

Pengumpulan                                               Penyajian 
 

 

 

 

ReduksiData                                    
Penarikankesimpulan/verifikasi

 

 

 

 
Sumber: Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992:20) 

 

 

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

4.1. Pemerintahan Desa Sungai Mariam 

4.1.1. GambaranUmum Desa Sungai Mariam 

Desa SungaiMariammerupakan salah satu dari 8 desa dan cukuppadatpendudukyang 

tidaklainjugamerupakandaerahadministariataupusatpemerintahan Kecamatan Anggana kabupaten 

kutai kertanegara. Penduduk asli Desa  Sungai Mariam dulunya dominan bersuku Kutai, Bugis dan 

Banjar.Walaupun banyakpendatang yang berdomisili untuk mencari mata pencahariandiDesa 

SungaiMariam,dikarenakanbertumbuhnya beberapa perusahaan. 

Denganluaswilayahdesa + 11.654denganluaspemukiman216ha. DesaSungai Mariam 

bebatasan dengan Sebelah utaraberbatasandenganDesaSidomulyo, Sebelah timurberbatasandengan 

DesaAnggana, Sebelah Selatanberbatasan dengan Sungai Mahakam, dan Sebelah barat 

berbatasandengan Kelurahan SendangSari. 

Perkembanganpembangunaninfrastukturyang cukuppesat,halini tentunya 

berpengaruhpositifterhadapperkembanganpembangunanDesaSungai 

Mariam.Baikperkembanganpembangunansumber dayamanusia,bidang kesehatandan pertambahan 

kwantitas penduduk maupun sirkulasi ekonomi masyarakat.Desa 

SungaiMariammempunyaijumlahpenduduksekitar7.675 jiwa,  yangtersebardalam5dusundan28RT. 
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DiDesa SungaiMariampendidikanumumnya masihdalamkondisilayak, 

mayoritasbangunannya hampir permanen.Di Desa SungaiMariamsudahterdapat 

fasilitassekolahdaritingkattamanKanak-kanak(TK),hinggatingkatsekolah atas (SLTA)/sederajat. 

Dari tingkat SD,SMP/sederajat, dan SLTA/ sederajat. Pendidikansangatpenting 

diperhatikankarenahalinimenyangkutpadaupaya peningkatansumber daya manusia diDesa 

SungaiMariamditujukan agar dapat menciptakangenerasiyang berkualitassekaligus memiliki 

keterampilan atau keahlianyangdibutuhkan padaduniakerjasaat ini. 

Membaiknyatingkat ekonomiwarga sangatberdampakpada tingkat 

kesadaranwargaakanmampumenciptakangenerasimudayangmampubersaingsecaraglobaldimasa 

mendatang,diDesa SungaiMariamsudahbanyakwarga yang kemudianyang mampumendorong 

putraputrinyauntukmenempuh pendidikan sampai ketingkat perguruan tinggi. 

Desa SungaiMariamterdapatbeberapa lembaga Desayaitu Pemerintah Desa   Sungai  

Mariam,  Badan   Permusyawaratan  Desa   (BPD),  Lembaga 

PemberdayaMasyarakatDesa(LPMD), PKK,Ketua RukunTetangga(RT)dan LembagaPerkreditan 

Desa(LPD). 

4.2. Hasil Penelitian 
4.2.1. Transparansi 

Pelaksanaan pemerintahan Desa Sungai Mariam sudah berjalan dengan 

baikdansesuaidenganprinsippelayanansertaperaturanyang belaku.Prosedur atau tata  cara proses  

pelayanan yang  kami berikan kepada masyarakat Desa Sungai Meriam ini sudah di sosialisasikan 

melalui rapat-rapat maupun spanduk yang telahkamipasang 

disekitarruanganinisesuaidenganmasing-masingtugas. Dalamhalinipihakpemerintahdesa 

telahmelakukansalahsatuasaspelayanan penerimaatau prinsip pemerintahanyang baikyaitu 

transparansi desakami tidak menutup-nutupiapayang harus 

kamilakukanuntukkepuasanmasyarakat. Pengurusansegala macamsurattidakdipungutbiayaserta 

waktutugasbagi masyarakattidaklamadalampengurusansuaratmenyurat.Adapun   pelayanan yang 

diberikankepadamasyarakatsesuaimasing-masing bidangnyayaituterkait 

denganpengurusanKTP,KK,AkteKelahiran,SuratPelepasanHakAtastanah dan lain-lain dimana 

surat menyurat yang  dilakukan oleh pihak kelurahan 

terutamadiKasipemerintahansebagaitugaspokok   merekamelayanikegiatan 

administrasisudahsesuaidenganproseduratau Peraturansertasistempelayananprimayang 

adadipemerintahanDesaSungaiMariam. Waktu penyelesaianKartu Tanda 

Penduduk(KTP)danKartuKeluarga (KK)sudahditargetkansepertiyang ada  dalam  Sistem  

Pelayanan  Prima  di Kelurahan  Sidodamai. Dan dalam prosesnyapembuatan Kartu 

TandaPenduduk(KTP) dan KartuKeluarga dan surat menyuratyang lainyajugakadang 

terkendalapadasegioperasionalnyayang membuat waktu penyelesaiannyamenjadi agak lambat. 

Dalampemberianpelayanankepada masyarakathendaknya pemerintah 

desasegeramemperbaikikesalahan-kesalahanyang terjadisertameningkatkan 

pelayanan.Tidakheranpula kitamelihatbeberapa pembangunanyang dilaksanakan  mengalami  

kegagalan  serta   tidak  memenuhi  sasaran  yang diharapkan. Terlalu besarnya  peran pemerintah 

dalam mengembangkan tugas serta lemahnya dantidakprofesionalnya 

kerjapemerintahdalamhaltransparansi 

untukmemberikanpelayanankepadamasyarakatturutmenyumbang kegagalan 

dalampembangunan.Disatu pihak dan masyarakatdisatu pihak agar masyarakat 

dapattergerak,terdorong atautimbulinisiatifberpartisipasijikaadanya transparansi dari pemerintah 

untuk bersama-sama  memperbaiki setiap pengambilan keputusanmaupun pelaksanaan program. 

 

4.2.2. Akuntabilitas 

Pertanggungjawabantentangpengelolaan  ADDkarenaADD  sebagai bagian dari 

pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya  memegang teguhprinsip-prinsipyang 
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merupakanindikatorpemerintahanyang baik.Tingkat 

akuntabilitasdalamimplementasipengelolaanADD dimulaidariperencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggung jawaban.Seluruh kegiatanyang didanai dari ADD 

direncanakansecaraterbukamelaluimusyawarahperencanaanpembangunandesayanghasilnyadituang

kandalamPeraturanDesatentangAnggaranPendapatan danBelanjaDesa,serta 

dilaksanakandandievaluasisecaraterbukadengan melibatkanseluruhunsur masyarakatdesa. 

Seluruhkegiatanharusdapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.  

Alokasi DanaDesadilaksanakandengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali. ADD tidak 

diperbolehkanuntukgantirugitanah, bangunan-bangunanyang tidak/kurang 

memilikimanfaatsosialekonomi,serta pembangunantempatibadahbaru. Dari 

uraiansayadiatassudahsangatjelasmenyebutkanbahwapengelolaanADD harusdilaksanakansecara 

terbuka melaluimusyawarahdesa danhasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa(Perdes). 

Akuntabilitasdantransparansimerupakanduakriteriapokokyang selalu ada 

dalamgoodgovernance.Akuntabilitassebagaisalahsatuprinsipgood 

governancedewasainibolehdikatakansebagaihargamatiyang harusdilakukan pemerintah.  

Akuntabilitas  atau  tanggunggugat  lembaga   eksekutif  selain 

disebabkanolehadanyatuntutanperkembanganparadigmagoodgovernance dan 

perkembangandemokratisasijugakarenakesadarankritismasyarakatyang mulai tumbuh subur. 

 

4.2.3. Partisipatif 

DalampelaskanaanpembangunandiDesa SungaiMariaminipemerintah 

danmasyarakatsertapihakswastaikutberpartisipasi.Partisipasi pemerintah 

denganjalanmemberikanpelayanankepada masyarakatsesuaidenganperaturan dansistemyang 

berlaku.Sedangkanpartisipasimasyarakatdanswastaadalah menaati  peratruan  yang   berlaku  

sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  di 

pemerintahanini,partisipasiyangmerekalakukantidakhanyamenaatiperaturannamunjugaberupabaran

g,tenaga,dandanasertapemikirandemiterlaksananya pembangunanyangbaikdi DesaSungai Mariam. 

Partisipasi masyarakat merupakan sebagaisuatu proses dalam pengembanganmasyarakat,   

partisipasiberkaitandengandalamdeklarasiyaitu jika partisipasiberakibatmembangunsecara aktif 

kultur menjaminberjalannya proses-prosesdalampengembanganmasyarakatsecara partisipatif 

adalahsuatu konstribusi signifikan bagi pembangunan, suatu kebudayaan yang  partisipasi 

warganegaranyamerupakanproses  yangdiharapkandannormaldalamsuatu 

upayapembuatankeputusan.Dalamhalini,partisipasiadalahalatdanjugatujuan karena 

membentukbagiandaridasar kulturyangmembuka terbukanya jalanbagi tercapainyapembangunan 

partisipasiharusmencakupkemampuanrakyatuntuk mempengaruhikegiatan-

kegiatansedemikianrupa sehingga dapatmeningkatkan kesejahteraanya.Artipartisipasisering 

disangkutpautkan denganbanyak kepentingandanagendayang berbedayangberlangsung 

dalamkehidupan masyarakat danpembuatan keputusansecarapolitis. Dalam lain hal,partisipasi 

masyarakatmerupakanhakdankewajibanwargaNegara untukmemberikan konstribusinya 

kepadapencapaiantujuankelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta  dalam 

pembangunan dengan menyumbangkan inisiatifdan kreatifitasnya. 

 

4.2.4. Kesamaan hak 

Dalam   memberikan   pelayanan   kepada masyarakat   pemerintah   Desa 

SungaiMeriamtidakmembeda-bedakanmasyarakat. Semua masyarakatyang diberikan pelayanan 

dengansepenuhhati sesuai dengan peraturanyang berlaku 

danmencerminkanpelayananyangprima.Namunanggapanbahwapelayananyang 

diberikanolehpemerintahdesatidakmemihakkepadamasyarakatkecilitu 

semuadisebabkanketidaktauanmasyarakattentang prosedurmanayang harus diikuti dalam 

menerimapelayanan pemerintahandesa 
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Setiaporang dalamkehidupanbermasyarakatpastisajaadatingkatan sosialnya.Antarayang 

kayadanmiskinbegituterlihatkesenjangan.Tapiseperti yang kitaketahui kitadiciptakan di duniaini 

oleh Tuhan mempunyai derajatyang sama. Yang  membedakan hanyalah akhlak. Persamaan  

derajat ini dimaksudkanbahwasetiapmanusiayangtinggaldimukabumiinimempunyai hak 

dankewajibanyang harus dipenuhi dan terpenuhi. Persamaan derajatadalah suatusifatyang 

menghubungkanantaramanusiadenganlingkunganmasyarakat 

umumnyatimbalbalik,maksudnyaorang sebagaianggotamasyarakatmemiliki hak dan kewajiban, 

baikterhadap masyarakatmaupun terhadap pemerintah dan Negara. Hak 

dankewajibansangatpenting ditetapkandalamperundang-undangan atauKonstitusi.UU 

tersebutberlakubagisemuaorangtanpaterkecuali dalam arti semua orang  memiliki kesamaan 

derajat. Kesamaan derajat ini terwujud dalam jaminanhakyangdiberikan dalam berbagai 

faktorkehidupan. 

 

 

5. Kesimpulan  

Berdasarkan penyajian    data dan pembahasan yang diuraikan dalam penelitian ini, 

makadapat ditarik suatu kesimpulanyaitu sebagai berikut : 

1.  PelayananyangdiberikanolehPemrintahDesaSungaiMariamsudahcukup 

baik.Dimanapelayananyang diberikanpemerintahkepadamasyarakatsudah secaratransparansi 

baikproses pengurusan maupun terkait dengan pendanaan. 

2.  PemerintahDesaSungaiMariamsudahmelakukanakuntabilitas(pertanggung jawaban) 

kepadaPemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten serta 

masyarakatsepertimengumumkanhasilkerja merekapadawakturapatdan 

laporanpertanggungjawabankeuanganyang didapatdariAlokasiDanaDesa 

yangbersumberpadaAPBD danAPBN. 

3. Partisipasimasyarakatmerupakansebagaisuatuprosesdalampengembangan 

masyarakat,partisipasiberkaitandengandalamdeklarasiyaitujika partisipasi 

berakibatmembangunsecaraaktif kultur menjaminberjalannya proses-proses 

dalampengembanganmasyarakatsecarapartisipatif adalahsuatukonstribusi 

signifikanbagipembangunan,suatukebudayaanyang partisipasimasyarakat 

merupakanprosesyang diharapkandannormaldalamsuatuupayapembuatan keputusan. 

PartisipasipemerintahdanmasyarakatdiDesa SungaiMariamini sudah cukup baik. 

4.  DalammemberikanpelayanankepadamasyarakatpemerintahDesaSungaiMariam telah adil 

dimana mereka memberikan pelayanan tidak membeda-bedakanantarasimiskin 

dengansikayamaupunantaramasyarakatyang tidak menduduki jabatan maupunyangmemiliki 

jabatan. 
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